PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT |II
SURABAYA

SALINAN:
N0, 13/C;

BT8R
TURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURARBAYA
NOMOR 17 TAHUM 1987
TENTANG
PEMEFNTUKAN, SUSUNAN ORGANISASY DAM TATA KERJR
DINAS PEXERJAAN UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YLNG MAHA ESA
WRLIKOTAMRDYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT SURARRYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya gquna dan hasil guna

penyelenggaraan tugas tugas Dinas Pekerjaan Umm Daerah-

Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya sesuai dengan per -

kembangan volume tugas tugas Dinas tersebut dewasa ini ,

dipandang perlu untuk mengukuhkan dan menyempurnakan ke

dudukan Dinas Pekerjaan Umum Daerah vang ditetapkan de

ngan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Su

rabaya Nomor 290 tahun 1985 sesuai dengan ketentuan pasal
49 Undang~-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Men

teri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;

b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam butir a konsider
an ini, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri -
tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/57 juncto surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 De
sember 1986 Nomor 061/28084/031/1986 perihal Pembentukan
Dinas Dinas Daerzh Tingkat II Kotamadya Surabaya, dipan
dang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya-
Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan-
Otganisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umm Daerah Ko
tamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe
merintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nemor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan -
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta -
juncto Undang-undang Nomox 2 tahun 1965 ;



3. Peraturan Percrintah Nomor 2B tahun 1985 tentang Jalan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerah
an Sebaglan Urusan Pemerintaharn 41 Bidang Pekerjaan Umum-
kepada Daerabh

5. Peraturan Menteri Dalam Neqgeri Momor 14 tahun 1974 ten
tang Bentuk Peraturan Daerah +

6. Keputusan Menteril Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 ten
tang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah :

7. Kenutusan Menterl Dalam Megeri Yomor 363 tabhun 1977 ten
Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata XKerja Di
nas Daerah.

Denran Parsetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daeral ¥otamadyva Daerah Tinckat -
IT Surabaya,

MEMUTUSEKEAN

enetapkan : PERATURAN DRFRAEH KOTPMADYN DAERAH TINGKAT YT SURABRYA TENTENG
PrUBENTIIKAN, SUSUNAN ORGANISAST AW TRATRA XERJA DINAS FEFFRIE
AN UMUM DRERAH KOTAMIDYR DEFRAH TIMGKAT II SURABAYA,

BRE I
KETENTUAN  THIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Naerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemeriptah Daerah, ialah Pemerintah Xotamadya Daerah Ting
kat II Surabaya ;

b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat-
II Surabaya ;

c, Dewam, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dae
rah TEngkat II Surabaya -

d. fekxetaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris ¥otamadya /
Daerah Tingkat II Surabayva ;

¢. Dinas Pekerjaan Urum Daerah, ialah Dinas Pekerjaan Umum -
Daerah Xotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

£. Xepala Dinas, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dacrah Ko
tamadya Daerah Tingkat IY Surabaya ;

a. Jalan, ialah suatu prasarana perhubungan darat dalam ben
tuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangun-
an pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas ;



(2)

(3)

h. faluran, ialah suatu dagrab mili} saluran vang dihatasi oleh
dua oarin semmadan saluran venc Citeta~kzn oleh Pexaturzn

Daexah

Lia
-

Vedian, ial=h Jdalur tengah vang texletal diantave Aue 3izlan
1. ilitae Fota. lalech rerus sarana dzn peralatan keburuhan ko
ta vann ade difalam tarah senerti pina sir, —ina gas, lhehel
listrin, dabel teleron dan laiv sehasainva
1, Tapah ferpjadan, ialsh tanah wvanc herbentuX imlan, lanandgan
vertamanan dan lain lain tana® wour atan bacian tagian  Cari
ite varg terletal dalam Daefal ¥Yotewadva Surakharza heradr da
lar penmuasean Pemerintah Fotemadira Aurshavn. tifak belcoh di
wakal atay dencan cara lain atau selvtan lein avarun, Aitem
nati untuk resvatu tuiunan Ailvar ketenbuan naruntuban wum
kecuali rerdéasarken iiin vang dinmints dan dilerilan Jdencan -

neroarhatikan  ketentuan ketentuan gesuwal fepoan vanpg dijex--

svaratkan.
B2 I
PRABPITEE U DINAS DPEVERJIATN YRR DRI
Paral )

Tengan Yeraturan Daersh ini Aitentuk Dinas Pelerijaan Uma: Dee-

rahk Kotamedya Daerak Tinckat IX Surzhava -

Dinag Pekeriasn Mmur Taerah vang r2a gebelum Peveturan Naevah -

ini dilekhur Aan diintecrasilkan kedalar Dinas Pekerjaan Usum Nae

vah vang dilentuk rerdasarkan Feraturan Teerah inil
BB TIX
FREDUDUKI W
Pasal 3

Ninas Pekeriaan har Daerah ialzh Imeur Pclalksans Pamerintah -~

Taerah yane bertugas ditidenc remhancunzn £isilk Selerisan umur:

ninas Dekeriaan Umum Naerah dinirnin oleh seoranc Yepalz nNinan

vano berada dihawzh dan betancoune jawab kerada Ferala Deaerah:

Dinas Fereriasar Unan Naeval dalan melaksanakan tugasnye berada
ditawal koordinasi adminigtratif Sclretaris ¥otamedya/Daerah.



BAB v
TIGAS POKOK DAN PUNGSI
Pasal 4

Tugas pokok Dinas Fekerjaan Umum Daerah ialah melaksanakan pengada
an, perawatan, pengawasan dan pengamanan bangunan fisik vang meli-
puti jalan, jembatan, saluran pematusan, bangunan gedunc. penerang
an jalan uman, tanah sempadan, perlenckapan perlengkapan atau per
alatan neralatan vang diperlukan dan semua pekerjzan yang bersifat
fisik teknis baik berupa fasilitas umum maupun utilitas keta wmilik
Pemerintah baerah untuk menunjany tercapainya usaha kesejahteraan~

masyarakat.
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umm Naersh mempunyai fungsi:

a. Menyusun program pematusan banounan gedung gedung dan sarana le
in milik Pemerintah Daerah ;

b. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik jalan, jembatan, sa
luran pematusan, bangunan gedung gedung serta sarana sarana f£i
8ik millx Pemerintah Daerah, sehingga mencapal sasaran atau tar
get yang ditentukan ;

¢. Membing, membimbino dan memberikan persetujuan terhadap perenca
naan pembangunan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksana-
an pekerjaan jalan, jembatan, salutan, gedung gedung dan prasa-
rana kota lainnya yang dilaksanakan coleh masvarakat antara lain
pengusaha Real Estate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lain~
nya ;

4. Membimhing dan memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan
peleksanaan serta memberikan pengawasannya terahadap pekerjaan-
pekerjaan vang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengusa
ha Real Estate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lainnya, di
mana pekerjaan tersebut terletak pada daerah milik jalan atau -
daerah milik saluras ;

@, Menyusun dan mengerjakan anggaran untuk melaksanakan tugas tu
gas operasionil baik yang termasuk rutine maupun yang termasuk-
penambahan atau perjuasan dan utilitas kota ;



. Membuat rencana pembagian peckeriaan berdasarkan wrutan priori

tas dan menentukan rencana pelaksanaan pekerjaan (schedulling)
dari semua macam pekerjaan vang di laksanakan :

Melakukan pengukuran dan pembuatan peta situasi tanazh pada -
tempat tempat tertentu yang akan di gqunakan untuk mendirikan

bangqunan bangunan prasarana maupun sarana ;

. Melakukan penyeii@ikan termasuk pencujian atas daya tahan da -

ri jenis tanah tertentn dan kwalitas bahan bahan bangunan :

Mencusahakan renyediaan hahan bahan bangunan dan peralatan, -~

alat alat besar guna keperluan pembancgunan fisik tersebut :

Melakukan perawatan atau perbaikar jalan, jembatan, saluran -
pematusan dan gedung gedung, tanal sempadan dan prasarana la
innya milik Pemerintah Daerah »

Melakukan perawatan mesin mesin dan alat alat besar yang digu
nakan untuk mengerjakan pembancunan fisik tersebut ;

Mengurus penyewaan alat alat besar yang disewa masyarakat ;

Melaksanakan inventarisasi atas semua jalan, jembatan, salur-
an pematusan dan bangunan bangunan milik Pemerintah Daerah, -
termasuk didalamnya fasilitas fasilitas dan utilitas keta 1la

innya :

Mengadakan kegiatan administrasi teknis dari semua pekerjaan-
vang dilakesanakan, laporan berkala, data teknis dan sebagai -

nya ;

Mengerjakan daftar perhitungan pengogunaan beaya dari semua pe
kerjaan yang sudah selesai dan memhuaat laporan lengkap tentang
pelaksanaan pekerjaan tersebut i

Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang perijinan -

nembuatan jalan, jembatan, saluran pematusan vang diajukan -

oleh masyarakat yang memerlukan serta menjalankan pekerjaan pe
ngawasan dari pekerjaan pekerjaan itu yang akan menjadi milik

Pemerintah Daerah dan atau pemeliharaannva menjadi beban Penme

rintah Daerah :

Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang permchonan -
penggunaan tanah sempadan oleh masyarakat ;



{1)

(2)

(1)

r. Berkerja sama dengan instansi instansi lain, melaksanakan pe
ngavasan dan pemaiiharaan atas renggupnaan bangunan prasarana-

maupun sarana yang telah selesai dikerjakan ;

. Mamberikan rekomenda~’ tentrng perijinan reklame khugsusnya me
ngenal tata letik, gangguan terhadap lalu lintas, keamanan -

konstruksi dan pemakaian daerah milik jalan atau saluran -

t. Melaksanakan tugas tugas pekerjaan umom lajinnya yang akan di
tetapkan kemvdian oleh Kenala Deeveh

u. Menyelenggarakan ketata usahaan yang meliputi segala v nha -
dan kegiatan 4di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perleng-

kapan dan keuangan ;

v. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan
guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yvanc berhubung-
an dengan kelancaran tugas pokok.

BABE WV
SUSUHAN ORGANISASI
Pasal &

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Unum Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinze :
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
¢. Seksi-seksi, terdiri dari :
i, Se%si Bina Program ;
2, Seksi Jalan dan Jemﬁatan 3
3. Seksi Pematugan Kota :
4. Beksi Pangunan Gedung ;
5. Seksi Perbekalan dan Alat alat Besar.

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dae
rah aglalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Dae-~
rah imi.

BaeR VI

TUGAS, WEWENANG DLN TAMGGUNG JAWARB
Bagian Pertams
¥FPRLA DIMAS

Pasal 7

Kepala Difdas mempunyai tugas dan tangqung jawab memimpin pelaksa
naan sebagaimana ditentvkan dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan
Daeral ini



{2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab lang
sung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
SUB BRGIAN TATH USAEHA
Pasal 8

(1) Tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiat
an administrasi ketata usahaan; administrasi keuangan, kepegawai
an, inventarisasi dan keclengkaspan kantor serta membantu Kepala-
Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan
ketatalaksanaan 4alam lingkungan Diras Pekerjaan Umum Daerah ;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian -
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepa

1la Dinas.

Pasal 9

(1) sub Bagian Tata Usaha terdiri dari -
a., Urusan Unum :
b. Urusan Keuangan ;
c. Urusan Kepegawaian ;
d, Urusan Perlengkapan ;

(2) Tiap tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, vang d&a-
lam melaksanakan tugasnya hertanggung jawab keoada Kepala  Sub
Bagian Tata Usaha,

Pasagl 10

(1) Urusan Umum mempunyai tugas -

a. Mencatat surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas ;

b. Menyiapkan dan mengerjakan surat surat termasuk pekerjaan pe
ngetikan ;

¢. Mencatat surat keluar serta mengirimkan kepada alamat tujuan;

d. Menourusi upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas pro-
tokolar lainnyz yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum -
Daerah ;

€. Melaksanakan penggandaan surat dinas ;

f. Mengatur, menyimpan, memelihara arsip naskah dinas dan doku-
men dinas serta menyajikan apabila sewaktu waktu di perlukan;

g. Melaksanakan pekerjaan pendosiran naskah dinas sesual dengan
kelompok yang ditentukan ;



(2}

(3)

h'

Mengurus pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya, terma

suk kebersihan kantor ;

Mengatur tugas jaga kesatuan pengamanan ;

Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyem
purnasn administrasi, organisasi dan ketetalaksanaan Dinas -

Pekerjaan Umum Daerah :

. Melaksanakan tvgas lain yans diberikan oleh Kepala Sub Bagi-

an Tata Usaha ;

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a,
£.
g.
h,

Mampersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas,
bhaik rutin maupun pembancuanan :

Mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran menurut-
tujuannya ;

Memeriksa, meneliti dan menilai realisasi anggaran :
Menourus Surat Keputusan Otorisasi (SKB) -

Mempersiapkan daftar gajl sesuai dengan mutagi vang ada ;
Merencanakan dan merumuskan sumber penerimaan dinas ;
Membantu wmerumuskan pengaturan sumber pendapatan dinas :
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagi-
an Tata Usaha.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

.

C.

d.

el

fl
gl

Mencurus administrasi kepegawaian yang meliputi usul pengang
katan, kenaikan pangkat, mutasi, nromosi, pemberhentian, pen
giun dan kondite ;

Menyusun dan mengusulkan rencana formasi atau pengadaan pega
wal kepada Kevala Dinas ;

Menyusun rencana usulan tugas, pendidikan dan latihan, muta-
si dan pengembangan karier pegawai ;

Mengatur pemeliharaan tata tertid dan disiplin pegawai ;
Mengusulkan untuk djiadakan tindakan administratif terhadap -
pegawal yang melanggar disiplin kepegawaian dan pemberian -
penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi/beriasa :
Mencurug pelaksanaan pembinaan rohani pegawai :

Mengurus perawatan kesehatan pegawal ;

Mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan
pegawal temmasuk kegiatan oclah raga, rekreasi, kesenian, ko-
perasi dan lain lain ;

Melakspnakan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha,



(4)

(1)

{2)

(1)

Urusan Perlengkapan mempunyal tugas -

a. Mengurus penyediaan dan distribusi alat alat tulls, perleng-
kapan kantor, barang cetakan dan kebutyhan dinas lainnva ;

b. Menvelenggarakan inventarisasi barang barang milik dinas

¢. Memelihara, merawat. memperbaiki dan mengawasi barang barang
perlengkapan kantor ;

d. Mengurus kebutuhan rutin pegawai :

e. Mengurds dan mengatur pool kendaraan dinas ;

f. Mengurus kebutuhan kendaraan dinas termasuk perawatannva ;

¢. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagi-
an Tata Usaha.

Bagian Ketiga
SEKSI BIHA PROGRAM
Pasal 1l

T™ugas Seksi Bina Program adalah :

a. Melaksanakan survey, membuat gambar rencana dan gambar gambar
}onstruksi, rencanaz kerja dan syarat syarat serta rencana -
beaya untuk pekerjaan pembangunan, rehabilitasi dan perawat-
an jalan, jembatan, saluran pematusan, bangqunan gedung dan -
prasarana kota lainnya milik Pemerintah Daerah ;

b. Membimbing, memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk perse
tujuan dinas terhadap perencanaan jalan, jembatan, saluran -
pematusan, bangunan gedung dan prasarana kota lainnya yang -
dibuat oleh masyarakat antara lain pengusaha Real Estate/Lem
bhaga r zedinasan lainnya, dimana hasil pekerjaan itu nantinya
akan menjadi milik Pemerintah Daerah atau menjadi kewajiban-
Pemarintah Daerah untuk memeliharanya ;

€. Melaksanakan administrasi pengelolaan terhadap tanah sempa -
dan yang meliputi inventarisasi, operawatan dan memproses per
mohondn penagunaan tanah sempadan yang di ajukan oleh masya-
rakat ;

Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yvang da-
lam melaksanpkan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Seksi Bina Program terdlri dari :

a. Sub Seksi Survey

b. Sub Secksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pematusan Kota ;
¢. Sub Seksi Ferncanaan Bangunan Gedung ;



(2)

(1)

~ i@

Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Keopala Sub Seksi, vang
dalam melaksanakar tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek
si Bina Program.

Pasal i3

Sub Seksi Survey, mempunyai tugas :

a. Mengadakan survey untuk memperoleh kelengkapan data perencana
an dengan memperhatikan rencana Tata Kota

k. Mengumpulkan, menghimpun dan memadukan data yang terletak pa
da daerah milik jalan/saluran, baik data bangunan diatas ta-
nah maupun instalasi dikawah tanah ;

¢. Mengolah data untuk dijadikan bahan informasi dan menyajikan-
dalam bentuk tabel/daftar, grafik, maket dan sebagainya terma
suk pengolahan dan penyajian dengan komputer :

d. Menyiapkan harga satuan bahan, upah, bahan, alat alat pemban-
tu kerja serta upah satuan pekerdjzan (unit price) yang stan ~
dart dan up to date guna dipakai sebagai perhitungan rencana-
beaya pekerjaan ;

¢. Melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala Seksi Bina

Program ;

{2) Sub S5ecksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Pematusan Kota mempu-

nyai tugas :

a. Menyusun rencana pembangunan fisik (konstruksi) jalan, jem -~
batan dan saluran pematusan kota berikut sarana sarana lalu
lintas dan penerangan kota milik Pemerintah Daerah sesuai de
ngan program kerja dan skala prioritas vang telah ditentukan:

b. Menyus¥@ rencana konstruksi jalan, jerbatan berdasarkan ha-
$il survey serta membuat gambar gambhar rencana jalan dan jem
batan milik Pemerintah Daerah yang akan dibangun dan diper -
baiki sesual dengan program kerjza dan skala prioritas yang -
telah ditentukan ;

Cc. Menyusun rencana pembeayaan, bestek dan syarat syarat pelak-~
sanaan pembangunan jalan dan jewbatan berikut sarana garana
lalu lintas dan penerangan kota milik Pemerintah Daerah yang
akan dibanqun dan diperbaiki

d. Menampung, memberi rekomendasi atau pertimbangan ijin, membi
na dan mengarahkan partisipasi masyarakat dalam membangun sa
luran air, penggunaan air kali dan membuat air limbah terma-
suk pembangunan usaha tanah dan bangunan (Real Estate) serta
penggunaan tanah sempadan ;



(3)

{1

{2)

(1)

¢, Menyusun rencana persiapan persediaan lokasi pembanqunan sa-
luran pematusan milik Pemerintah haerah :

f, Mepnbuat dan melaksanakan inventarisasi dari semua saluran pe
matusan milik Pemerintah Daerah ;

g. Melaksanakan tigaz lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bl
na Program,

Sub Seksi Perencanaan Bancunan Geduno mempunyail tugas :

a. Menyusun dan merencanakan konstruksi bangunan gedung milik -
Pemerintah Daerah sesuai dengan program keria prioritas yang
telah ditentukan ;

b. Membuat rencana gambar konstruksi bangunan gedung milik Peme
rintah Daerah yang akan di banqun dan di perbaiki sesuai de
ngan program kerja dan skala prioritas yang 4l tentukan ;

¢. Menyusun perkiraan beaya, hestek dan syarat syarat pelaksana
an pendirian bangunan gedung milik Pemerintah Daerah, yang -
akan di bangun dan di perbaiki :

d. Bersama Dinas lain mpemakai gedung. melakukan pengamatan ter-
hadap instalasi listrik, air conditioning (AC) instalasi pe-
madam kebakaran atau instalasi lainnya didalam gedung, guna
terjaminnya keamanan nemakaian gedung milik Pemerintah Daerah:

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Keprala Seksi Bi
na Program,

Bagian Keempat
SEKST JALAN DAN JEMBATAM
Pasal 14

Tugas Seksi Jalan dan Jembatan ialah melaksanakan pengadaan, pe
meliharaan atau perawatan dan pengawasan jaringan jalan dan jem
batan milik Pemerintah Daerah ;

Seksi Jalan dan Jembatan dipimpin o]leh seorang Kepala Seksi, -«

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Binas

Pasal 15

Seksi Jalan dan Jembatan texdiri dari :

a. Sub Seksl Pengawasan Jalan dan Jembatan ;

b. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;

c. Sub S=ksi Rambu Rambu Lalu Lintas dan Penerangyan Jalan Umum ;



(2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek
sl Jalan dan Jembatan,

(1

(2

Pasal 16

Sub Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

da

{18

gD

Mengadakan pengawasan terhadap rencana dan pelaksanaan pemba-
nqunan jalan dan jembatan milik Pemerintah Daerah :

Melakukan pengamatan dan pengujian terhadap kwalitas konstruk
si dan bentuk bangunan jalan dan jembatan yang sedang atau te.
lah selesal dibangun ;

Mengawasi segala kejadian di jalan dap jembatan yang telah se
lesai dikerdakan serta dapat mencganggu peranan jalan dan jem
batan :

Menvampaikan usul tindakan turun tangan kepada Atasan atau -

Instansi yang berwenang ;

Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya
dari pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh Seksi Jalan
dan Jembatan :

Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan jalan dan
jembatan yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengu-
saha Real Estate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lainnya,
dimana nantinya hasil dari pekerjaan tersetut menjadi milik -
Pemerintah Daerah atau menjadi beban Pemerintah Daerah untuk-

memeliharanya ;

Melaksanakan tugas lain yano diberikan oleh Kepala Seksi Ja -
lan dan Jerbatan.

Sub Seks!i Pemeliharazan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a.

b.

Bekerja sama dengan Sub Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan
Pematusan Kota untuk melaksanakan inventarisasi terhadap se
miz jalan dan jembatan milik Pemerintah Daerah yang sudah se
lesai dibangun lengkap dengan datanya ;

Melakukan pereriksaan rutin keadaan jalan dan jembatan milik
Pemerintah Daerah, meliputi kondisi, konstruksi dan lain lain;

Menyusun :rencana kerja pemeliharaan terhadap jalan dan jembat
an yang rerlu diadakan perawatan, termasuk menyusun bestek -
dan rencana beava ;



(3}

(1)

d. Melaksanakan pekerjaan pemeliherzan fasilitas dan utilitas -~

e.

f.

jalan dan jembatan milik Pemerintah Daerah ;

Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya
dari pekerjaan atau proyek vang dilaksanakan cleh Sub Seksi ~
Pameliharaan Jalan dan Jembhatan :

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Seksi Ja-
lan dan Jembatan,

Sub Seksi Rambu Rambu Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umurm mem~

punyail tugas :

-

Bekerija sama dengan Sub Seks#i Perencanaan Jalan dan Jembatan-
untuk melaksanakan inventarisasi semua sarana sarana yambu -~
rambu jalan atau lalu lintas dan penerangan jalan umum milik-
Pemerintah Daerah yang sudah selesai 4di bangun lengk2p dengan
datanya ;

Melakukan pemeriksaan rutin atas sarana jalan atau lalu 1lin -
tas dan penerangan jalan umum milik Pemerintah Daerah, meliou
ti kondisi, konstruksi dan lain lain :

Menyusun rencana kerja pemeliharaan terhadap semua rambu ram
bu jalan atau lalu lintas dan penerangan jalan urum yang per
Iu diadakan perawatan termasuk menyusun gambar bestek dan ren

cana beaya ;

Melaksanakan pemeliharaan sarana rambu rambu jalan ataz lalu
lintas milik Pemerintah Daerah gserta mengadakan pengawasan -
atas pekerjaan sarana rambu rambu jalan atau lalu lintas atau
penerangan jalan umum, yang dilaksanakan oleh pihak ketiga -~
(kontraktor) =

Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya
dati pekerjaan atau proyek yanag dilaksanakan oleh Sub Seksi -
Lalu Lintas dan Penerangan Jalan #mum ;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan ocleh Kepala Seksi Ja-
lan dan Jembatan,

Bacian Ketiga
SEKSI PEMATUSAN KOTR
Pasal 17

Tugas Seksi Pematusan Rote ialah melaksanakan pengadaan, peme -

liharaan atau perawatin dan pengawasan pematusan kota milik Peme
rintah Daerah :



(2}

(1)

(2)

(1)

{2)

Seksi Pematusan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang da

lam melaksanakan tuyasny bertanggung jawab kepada Kerala Dinas.

Pasal 18

Seksi Pematusan Kota terdiri dari :

a., Sub Seksi Pengawasan Pematusan Kota ;
b. Sub Scksi Pemeliharaan Pematusan Xota ;
¢. Sub Seksi Pompa Banjir ;

Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang-
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek

8% Pematusan Kota.

Pasal 19

Sub Seksi Pengawasan Pematusan Xota mempunyai tugas :

&. Mengadakan pengawasan terhadap rencana dan pelaksanaan pemba-
ngunan saluran saluran pematusan (drainage} milik Pemerintah-
Daerah ;

b. Melaskukan pengamatan dan pengujian terhadap kwalitas konstruk
si dan bentuk bangunan saluran yang sedang atau telah selesai
dikeriakan ;

€. Bekerja sama duinjan instansi lain dalam mengawasi penggunzan-

galuran saluran air yang sudah selesai dikerjakan :

d. Meneliti dan mengawasi pemakaian saluran dan pembuangan air -~
kotor atau air limbah ke saluran milik Pemerintah Daerah -

e. Membuat laporan berkala, data dan administrasi laimpnya dari -
pekerjaan proyek vang dilaksanskan oleh Seksi Pematusan Xota;

f. Melaksanakan pengawasin terh-dap pekerjaan pekerjaan parbuat-
an pematusan yang dilsksanakan oleh masyarakat antara lain pe
ngusaha Real Estate atau Lerbaga kedinasan lainnya, dimana -
nantinya hasil dari peterjaan tersebut akan menjadi milik Pe

merintah Daerah untuk memeliharanya ;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pe
matusan Mota.

Sub Sgksi Pemeliharaan Pematusan Kota mempunyai tugas :

a. Hekerja sama dengan Jub {icksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan
Pematusan Kota untuk meliksanakan inventarisasi terhadap se -
mua saluran milik Pemerir:itah Daerah yang sudah selesai diker-~

jakan lenghap “engarn datznya ;



(3}

(1)

b-

f.

Melakukan pemeriksaan rutin atas keadaan saluran pematusan mi
1i% Pemerintah Daerah, meliputi kopdisi, konstruksi keadaan -
dan lain lain ;

Menyusun rencana kerja pemeliharaan terhadap saluran pematus-—
an yang perlu diadakan perawatan termasuk penyusunan bestek -~
dan rencana beaya ;

. Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasjilitas dan utllitas sa

luran pematusan, termasuk didalamnya adalah -

1. Pemeliharasn samia saluran pematusar dan rehabilitasi sa
luran saluran terscbut beserta bangunan bangunan pematusan
lainnya ;

2. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap kelancarapn pemakaian-

perlengkapan pompa pompa dan pintu air ;

Membuat laporan berkala data teknik dan administrasi lainnya-
dari pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh Sub Seksi -
Pemeliharaan Pematusan Kota ;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pema
tusan Kota.

Sub Seksi Pompa Banijir mempunyaf tugas :

a.

Kelaksanakan pekerjaan pemeliharaan terhadap instalasi pompa
banjir serta melakukan pengawasan terhadap perlengkapan  dan
kelancaran pemakaiannya ;

Melaksanakan pengoperasian instalasi pompa banjir sewaktu wak
tu diperlukan ;

Melakukan perawatan secara rutin terhadap semua instalasi pom
pa baniir, baik generator, instalasi listrik dan pompa serta-
alat alat pembantu lainnyz serta memberikan laporan secara pe
ricdik kepada Kepala Seksi Pematusan Kota ;

Mgelakukan pencawasan terhadap pengadaan atau pemasangan pompa
banjit, vang dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor} ;:

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pema
tusan Kota,

Bagian Keenam
SEKSI BANGUNAN GEDUNG
Pagal 20

Tugas Seksi Bangunan Gedung ialah melaksanakan pengadaan, peme -
liharaan atau perawatan, perbaikan bangunan gedung milik Pemerin
tah Daerah ;



(2) Seksi Pangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Di--

nas.
Pasal 21

(1) Seksi Bangunan Cedung terdiri dari -
a. Sub Seksi Pengawasan Bangunan Gedung ;
b, Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan Ceduno :
c. Sub Seksi Inktalasi Bangunan Gedunc ;

(?) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seoranc Kepala Sub Seksi, vang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sek
si Banqunan Gedung.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pengawasan Bangunan Gedunc mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengawasan atas rencana pembangunan gedung dge -
dunc milik Pemerintah Daerah ;

b. Melakukan pengamatan atau pengujian terhadap mutu konstruksi-
dan bentuk bangunan gedung gedung yang sedang atau telah sele
sai dibangun ;

¢. Membantu meneliti dalam hal pemakaian gedung gedung tersebut;
&. Membuat laporan berkala, data teknik dan administrasi lainnya
dari pekerjaan atau proyck yang dilaksanakan oleh Seksi Ranu

nan Gedung :

e. Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan bangunan
gedung yang dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pengusa-
ha Real Fstate dan Instansi atau Lembaga kedinasan lain, dima
nag nantinya hasil dari pekerjaan tersebut akan menjadi milik
Pemerintah Daerah dan atau menjadi beban Pemerintah Daerah un
tuk memeliharanym ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Scksi Ba-
nguaan Gedung.

{2} Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung mempunyal tugas :
a. Bekerja sama dengan Sub Seksi Perencanaan Bangunan Geduno un
tuk melaksanakan inventarisasi terhadap semua bangunan gedung
milix Pemerintah Daerah yang sudah selesai dibangun leno -
kap dencan datanya ;



(3)

(1)

(2)

h. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap keadaaa bangunan gedung
gedung milik Pemerintah Daerah, meliputi kondisi, konstruksi
dan keadaan lainnya :

€. Menyusun rencana kerja pemeliharaan terhadap bhangunan gedung
yag perlu diadakan pemeliharaan, termasuk menyusun bestek -
dan rencana beaya ;

d. Melakukan pekerjaan pemeliharaan fasilitas dan utilitas ce
dung milik Pemerintabh Daerah :

e. Mambuat laporan berkala data teknik dan administrasi lainnya
dari pekerjaan atau proyek yvang dilakukan oleh Sub Scksi Pe
meliharaan Bancunan Gedung ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ba
nquaan Gedung.

Sub Seksi Instalasi Banqunan Gedung mempunyai tugas :

&. Menyusun perencanaan instalagl rangunan gedung baik instala-
si listrik, air, telepon, air conditioning, pemadam kebakar-
an dan instalagi instalasi lainnyva vang terletak didalam ge
dung ;

b. Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap gambar gambar
instalasi wang dibuat oleh instalatir, dengan berdasarkan ke
tentuan peraturan instalasi yang berlaku ;

¢. Mengawasi pekerjaan instalasi dicalam gedung yang berupa in-
stalasi air, listrik, telepon, air conditioning, pemadam ke
bakaran dan instalasi instalasi lainnya didalam gedung ;

4. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Seksli Ba

neunan Cedunc .

Bagizn ¥etujuh
SFKSI PFREEKALAN DAN ALNT ALAT BESAR

Tasal 23

Turas Seksi Perbekalan dan Plat alat Besar 2alah melaksanakan -
vengadaan bahan persediaan untuk bangunan, memproduksi bahan ha
han untuk pembangunan, pengadaan Alat alat Besar, pemeliharaan~
dan pengawasan operasional rlat alat Besar serta paengawasan ba

han banqunan milikx Pemerintah Daerah :

Seksil Perbekalan dan Rlat alat Besar dinimpin oleh seorang Kepa
la Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanogung jawab ke

vada Kepala binas,



Pasal 24

{1} Seksli Perbekalan dan Alat alat Besar terdiri dari :

(2)

(1)

(2)

(3)

a. Sub Seksi Pengadaan dan Pergudangan :
b. Sub Seksi Produksi dan Pelaksanaan ;
¢. Sub Seksi Pemgliharazn Perbekalan dan Alat alat Besar

Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Suh Seksi, yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Xepala Sek
si Perbekalan dan Alat alat Besar.

Pasal 25

Suh Seksi Pengadean dan Pergudangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan menyiarkan serta mengatur pengadaan ba-
han bangunan, alat alat besar dan material lainnya yang dibu-
tuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Naerah dalam melaksanakan tu

gasnya ;

b. Menvelenggarakan pergudangan, stock onname secara berkala:meu
run insidentil terhadap bahan bangunan, alat alat hesar dan

material lainnya yang ada ;

€. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pexr
hekalan dan »lat alat Besar.

Sub Seksi Produksi dan Pelaksanaan mempunyai tugas

a. Memnroddksi bahan bahan yang dibutuhkan cleh Dinas Pekerjaan-
Dmum Daerah untuk pembanqunan fisik antara lain aspal, keton.
appal sheet, hotmix, huis beton, plat beton, beton pracetak -
dan lain lain ;

b. Melaksanakan vekerjaan pekerjaan fisik yang menjadi bidang tu
gasnya, antara lain pekerjaan tersebut diatas, pengerukan lum
vur dengan *lat alat Besar dan lain lain ;

c. Melaksanakan tucas lain yang diberikan oleh Kepala Seksl Per
bekalan dan Alat alat Besar.

Sub Seksi Pemeliharaan Perbekalan dan Alat alat Besar pempunyal-

tugas :

a. Mengatur dan menyelenggarakan perbalkan ataupun menyelenggara
an pemeliharaan Alat alat Besar maupun perbekalan kendaraan -

finas lainnya ;

h. Menaatur penyelenggaraan dan pemakaian hahan bahan bakar  un
tuk Llat alat Besar ;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2}

c. Hencawasi pengounaan bahan bancunan untuk pembancunan fisik ;
d. Menoawasi nenaounaan bahan hakar maupun material lainnya un -

tuk keperluan 2lat alat Besar ;

6. Mengawasi pnemakaian Alat alat Besar, baik untuk kepentingan -
Dinas Pekerjaan Umum Daerah sendiri maupun untuk kepentingan-
Instansi laimnya ;

f, Melaksanakan tugas lain vang diterikan oleh Kepala Seksi Per
bekalan dan Alat alat Besar.

BAB VII
TAT2 KERJTA
FPasal 26

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan -

vang ditetapkan olch Kepala Daerah ¢

Kepala Dinas herkewajiban melaksanakan prinsip prinsip koordina-
8i, intecrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkung
2n Dinas Pekerjaan Umum Daerzh maupun dengan Instansi Instansi -
lain 21 luar Dinas ;

¥epala Sub Bagian Tata t'saha, Kepala Seksi, ¥epala Urusan dan Xe
pala Sub Seksi harus melaksanekan prinsip prinsiv koordinasi, in
tegras=, sinkronisasi dan simplifikasi sesvai dengan tugasnya ma

sing masing :

Kepezla Dinas, Kevnala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala
Urusan dan Kepala Sub Seksi masing masing bertangoung jawab mem—
berikan bimbkingan atau pembinaan kepada bhawahanny2 serta melanor
kan hasil nelaksanaan tucsasnya menurut hierarkie izbatannya ma-

sing wasing.

RLE VIIY

PEMCENGKOTEN DAN FEMBERHFITTINN
PRFMEGENG  JARATAM STRUKTURAL

Pasal 27

Xenala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dasrah sete-
1ah terlebih dahulu dikonsultasikan dencan Gubernur Kepala Dae -
rah Tingkat I Jawa Timur ;

Xepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub -
Seksi diangkat dan dikerhentikan oléh Kepala Daerah atas usul Ke
pala Dinpas :



(3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh djrangkap :
{4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menijalankan tucasnya, Xepala Di
nas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atan salah  seo

ranc Xepala Sgksi untuk mewakilinya,

BAB IX
KEPEGILWAIZN
Pagal 28

Pegawal Dinas Fekerjaan Umum Daerah diatur sesuai dengan Peraturan-
Fewegawaian yang berlaku,

BAB X
ERUMANECAN
Pasal 29

Xeuangan untuk pembaayaan kegiatan Dinas Pekeriaan Umum Dasrah dise
diskan dari Amggaran Pendapatan dan Belanja Dzerah serta subsidi -
atau bantvan darj Femerintah Atasan dan Lembaga lainnya diluar Peme
rintah bDaarah yvamo diperoleh secera szh.

BAR XI
PENUTUP
Fasal 30

Segala ketentuan yanc pernah ditetapkan dan bertentancan dengan Per
aturan Dazerah ini, dinvatakan dicabut daa tidzk rerlaku lagi.

Pasal 31

Feraturan Deerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangksn ;

raar setiesp orang mengetahuinya, memerintahkan vencudangan Peratur-
an Maerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ketamadya
Daersh Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYRA KEPALR DAERAH
" p
YOTAMEDYZS DAERBH TINGKAT ITI SURABMAY. TINGKAT IT SURRBAYE
Ketua,
ttd ttd

SOENJOTO, BA dr. H, POERNOMO KASIDI
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PENJEL:SAN

ATAS
PERATURAN DRERAE KOTIMRDYR DAFRAE TINGKAT II SURABAYA

NOMOF. 17 TLHUN 1987

TENTENG
PEMEENTUKAN, SUSUNAN ORGAMISASI DAM TATA KERJA
DINAS PEKERJNEN UMUM DAERAH
KOTAMADYR DRAERAH TINGKAT I SURABAYA

I. PENJELASIN MM -

Peraturan Daerah ini mencatur tentang Pembentukan, Susunan Orga
nisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya.

Pesatnya pembancinan fisik di wilavah Kotamadya Daerah Tingkat-
II Surabaya mengakibatkan meningkatnya beban tugas Pemerintesh Daerah -
dalem rangka menciptakan fasilitas umum dan utilitas kota., Kondisi de
mikian menchendakl Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepa
da masyarakat dibidang Pekerjaan Umum dan untuk menangani hal tersebut
di perlukan adanya nerangkat atau aparat yang memadail dan mampu mengen
dalikannya.

Perangkat Daerzh Dinas Pekerjaan Umum Daerah yand dibentuk de
ngan Surat Keputusan Waljkota Kepala Daerah Kotamadva Surabaya  Moror
476/K tanggal 5 April 1972 dan terakhir ditetapkan dengan Keputusan Wa
likotamadya Kepala Daerah Tinckat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 -
tanggal 22 Juli 1985, yang bertugas sebagai penyelengoara Urusan Rumah
Tangga Daerah dibidang Fekerjaan Unum khususnva dibidang pembancunan -
fisik fasilitas umum dan utilitas kota milik Pemerintah Daerah mempu -
nyai operasional Undang Undang Momor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam lingkuncan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tencah/ Ja
wa Rarat dan Daerah Istimewa Yoovakarta juncte Undang Usdanc Nomor 2
tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Pomor 14 tabun 1987 tentang Penye
rahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Dae
rah.

Peraturan Daerah Kotamadya Raerah Tingkat II Surabaya tentang -
Fembentukan, Susunan Orcanisasi dan Tata Ferja Dinas Pekerjaan Umum -~
Paerah adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5
tahun 1874, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, surat
Monteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11222/SF dan
surat Gubernur Xepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal £ Desember -
1986 Yomor 061/28084/031/1986.



Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerzh Dinas Pe

kerjaan Umum Dasrah menjadi Perangkat Daerah vanyg struktural dan diharap -

kan: pelayanan terhadap masyarakat di bidang vekerjazan umum dapat ditingkat

kan serta pembinaan karier pegawai dari lembaga vang bersanckutan danat-

berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAY, DFMI PLSEL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 2
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
ayat (3}

Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6 ayat (1)

ayat (2)
rasal 7 sampal dengan Pasal 26

: Cukup jelas

: Cukup jelas ;

Sekretaris Kotamadyal/Daerah adalah Staf
Umum Walikotamadya Kemala Daerah yang -
memounyai kewenangan di bidang adminis -
tratif terhadap semua Peranckat Daerah ~
atau Perangkat Wilayah. Kewenandan koor-
dinasi dimaksudkan untuk mewujudkan ada
nya sinkronigasi dan integrasi dalam pe
ngelolaan dan menentukan kebiiaksanaan -

seluruh kegiatan Femerintah Daerah.

: Cukup jelas ;

[T}

Cukup jelas ;

: Dalam sistim pengorganisasian Dinas Pe -

kerjaan Umum Daerah menganut asas Staf -
dan Lini. Sehubungan dengan itu unsur un
sur vang dapat dikelompokkan sebagai apa
rat Lini adalah :

-~ Kepala Dinas ;

-~ Seksi ;

- Sub Seksi ;

Sedangkantnsur Aparat Staf adalah Sub Da
gian Tata Usaha dan Urusan urusan. MNamun
demikian fungsi fungsi Seksi dan Sub Sek
si disamping sebagai Aparat Lini berfung
si juga sebagal Staf Teknis dalam arti -
membantu Kenala Dinas dalam meneliti, me
ngolah dan merumuskan kehijaksanaan tek
nis yvang ada hubungannya dengan kegiatan
operasianal Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

Cukup jelas :

: Cukup jelas ;



Fasal 27 ayat (1) dan avat (2)

ayat (3}

ayat, {4)

Pasal 28 sampai dengan Pasal 31

: Cukup jelas ;
: Dengan ditetapkannya ketentuan pada pa-

sal 27 ayat (3} ini diharapkan ¥epala -
Dinas danat mencurahkan seluruh kemampu
annya untuk melaksanakan tugas tugas -~
vang cukun berat dan penting dalam rang
ka tugas tugas Temerinteh Daerah ;

: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menia -

min adanyz kelangsungan tugas tugas &i
nas schingga pelavenan kepada masyara -
kat terus dapat herjalan meskipun Kepa-
la Dinas yeng definitif berhalanogan men

jalarnkan tugasnya.

: Cukup jelas,
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